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DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;

7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

1. Pendidikan Min. DIII;
2. Memahami peraturan terkait proses kenaikan pangkat;
3. Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Riau;

Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

Mampu berkomunikasi dengan baik;

G

Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran).

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
2. BKN Kanreg Xl Pekanbaru.

1. Aturan perundang-undangan;
2. Formulir Kelengkapan Berkas Kenaikan Pangkat;
3. Komputer, Printer, Scanner, Koneksi Internet, ATK.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Kompleksitas Proses Kenaikan Pangkat;
2. Keterlambatan pengusulan dari BKD Kabupaten/Kota;
3. Kesalahan dalam penerbitan PAK dan SK Fungsional.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual;
2. Nota usul kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh PPK / Kepala BKD Kab/Kota;
3. Surat pengantar kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh Kepala BKD Provinsi Riau.




PENYUSUNAN USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS KAB/KOTA SE PROVINSI RIAU GOLONGAN Iv/k—1v/d

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KEPALA FUNGSIONAL SUB KETERANGAN
SUBBAGIAN KEPALA BIDANG PERSYARATAN/
FRONT OFFICE KEPEGAWAIAN DAN KOORDINATOR TiM TEKNIS MUTAS SEKRETARIS BKD KEPALA BKD KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
KEPANGKATAN
UMUM
1 2 3 4 & [] 7 8 8 10 1 12 13
1 [Petugas front office menerima dan
menganalisis berkas pengajuan dan
kelengkapan persyaratan kenaikan pangkat
dari BKD Kab/Kota yang mengajukan Surat pengantar,
permohonan, kemudian diteruskan kepada nota dan Berkas 20 menit Menganaksa
Kepala Subbagian Kepegawaian dan usulan kenaikan kelengkapan
Umum untuk diregistrasi panghat
2 |Kepala Sutybagian Kepegawaian dan
Umum untuk melakukan register surat
masuk dan meneruskan berkas Kepada Ej iz{:f ;:1 ng:rnI::; Menerima atau
Kepr»‘ala BKD untuk mendapatkan disposisi/ usulan kenaikan 5 menit ienolak berkas
arahan pangkat
3 [Kepata BKD memberikan disposisi/arahan Surat pengantar,
e Bidang terkait nota dan Berkas 10 menit Lembar
: : usuian kenaikan Register
: pangkat
4 |Kepala Subbagian Kepegawaian dan
Umum meneruskan disposisi/arahan dari ﬁ:{:ﬁng:m:; Lembar
;emp::; BKD untuk diteruskan ke Bidang wsulan kenaikan 15 menit Disposisi
pangkat
5 |Kepala Bidang Mutasi menganalisa dan
mendisposisikan berkas usutan kenaikan Surat pengantar, Disposisi
pangkat kepada Fungsional Sub nota dan Berkas 10 it kepata Sub
Koordinator Kepangkatan. usulan kenaikan men Bidang
pangkat Kepangkatan
6 |Fungsional Sub Koordinator Kepangkatan Berkas, nota
melakukan telaah dan mendisposisikan Berkas, nota dan dan surat
berkas usulan kenaikan pangkat tersebut | ] surat pgngantar 10 menit pengantar
kepada Tim Teknis. kenaikan pangkat kenaikan
pangleat
7 1Tim Teknis memeriksa berkas usulan dan
mengeniry pada database Fungsional Sub
Koordinator Kepangkatan, dan mencetak
nota dinas, surat pengantar usul kenaikan
pangkat dan memproses usulan di SAPK, P Berkas, nota dan Draft surat
untuk diteruskan ¢an mendapat arahan dari \1 surat pengantar 1 hari pengantar dan
kenaikan pangkat nota dinas

Fungsional Sub Koordinator Kepangkatan.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGLATAN KEPALA FUNGSIONAL SUB KETERANGAN
SUBBAGIAN KEPALA BIDANG PERSYARATAN/
FRONT OFFICE KEPEGAWAIAN DAN KOORDINATOR TIM TEKNIS MUTASI SEKRETARIS BKD KEPALA BKD KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
KEPANGKATAN
UMUM
1 2 3 4 5 8 7 8 ] 10 11 12 13
8 |Fungsional Sub Koordinator Kepangkatan
memeriksa surat pengantar kenaikan
pangkat dan Nota Dinas dari Tim Teknis.
Apabila tidak disetujui, berkas dikembalikan Berkas, nota
kepada Tim Teknis untuk diperbaiki dan jika dan surat
disetujui, Fungsional Sub Koordinator Berkas, nota dan ) pengantar
Kepangkatan membubuhkan paraf untuk surat pengantar 10 menit kenaikan
kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang kenhaikan pangkat pangkat yang
Mutasi. diparaf Kepala
i | Bidang Mutasi
9 |Kepala Bidang Mutasi memeriksa surat Berkas, nota
pengantar kenaikan pangkat dan nota dan s'u rat
dinas jika disetujui, maka diparaf untuk Berkas. nota d nt
kemudian diteruskan kepads Kepala BKD. “~N 7 sumi;gzn;: 10 menit Mo
Apabila tidak disetujui, maka dikembalikan kenaikan pangkat pangkat yang
kepada Fungsional Sub Koordinator diparaf Kepala
Kepangkatan untuk dikoreksi/diperbaili. BKD
10 |Kepala Bidang Mutasi meheruskan nota Surat pengantar
dinas dan surat pengantar kepada Berkas, nota dan Kkenaikan
Sekretaris BKD untuk mendapat paraf surat pengantar 10 menit pangkat yang
persetujuan > kenaikan pangkat diparafi Kepala
< > BKD
11 |Berkas diteruskan kepada Kepala BKD
untuk mendapatkan membubuhkan tanda p= Surat pengantar Nota usul dan
tangan pada nota dinas dan paraf pada L_j kenaikan pangkat . surat pengantar
Surat Pengantar Kenaikan Pangkat yang diparafi ¥ hari kenaikan
Kepala BKD pangkat
12 [Surat Pengantar kenaikan Pangkat yang
telah diparaf oleh Kepala BKD diteruskan
kepada Gubernur melaiui Sekretaris ks“".“ pengantar Nofa usul dan
enaikan pangkat . surat pengantar
Daerah untuk proses tanda tangan. (D yang diparafi B0 menit kenaikar
Kepala BKD pangkat
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